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ABSTRAK 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah peraturan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi 

regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Isi dari SEMA ini berkaitan 

dengan peringatan, yang mana menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke 

pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Surat Edaran tersebut adalah SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang itsbat nikah poligami secara siri. 

Dalam SEMA tersebut disebutkan dalam bagian A poin 8 bahwa Pengadilan 

Agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu permohonan itsbat 

nikah poligami atas dasar nikah siri dengan alasan apapun meskipun demi 

kepentingan anak.  

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

Perspektif Hakim mengenai SEMA Nomor 03 Tahun 2018 sebagai Pedoman 

dalam menangani permohonan isbat nikah poligami siri karena dalam putusan-

putusan Pengadilan Agama ada yang menolak dan ada yang mengabulkan 

permohonan tersebut. Selanjutnya terdapat dua rumusan masalah apakah 

pengaturan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 

tahun 2018 sudah tepat menurut hukum Islam dan apakah perspektif Hakim yang 

menolak permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri sudah tepat 

dengan hukum Islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif 

menggunakan data sekunder yang bersifat publik dan wawancara kepada Hakim 

Pengadilan Agama Bangkalan, Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan Hakim 

Tinggi Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan perundang-undangan (statute approach). Sumber Bahan Hukum 

Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Buku II Edisi 

Tahun 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis 

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus. 

Penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, pertama bahwa menurut hukum 

Islam pengaturan mengenai itsbat nikah atas dasar nikah siri yang tertuang dalam 

SEMA Nomor 3 tahun 2018 ini tidak tepat. Kedua dalam wawancara rata-rata 

hakim berpedoman kepada SEMA itu sendiri namun ada hakim yang tidak 

berpedoman dangan SEMA tersebut, dalam memutus hakim bersifat patuh 

terhadap SEMA namun tidak semua hakim menjalankannya, hal ini bisa terjadi 

karena SEMA bersifat mengikat namun tidak mutlak. Sifat keberlakuan SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018 menjadi kasuistik karena berlakunya SEMA tidak 

menjadikan berkurangnya masyarakat yang melakukan perkawinan siri. 
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